
 

 

 
WALIKOTA PALEMBANG 

 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
 

NOMOR  13 TAHUN  2020 
  

 TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 

  TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA 
 DAN WAKIL WALIKOTA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

WALIKOTA  PALEMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesi, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu 

mengubah Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 

Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil 
Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil 
Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5679); 

 
 

3. Peraturan.............. 

      SALINAN 



 

 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non 

Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 6515); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
   

                         MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  
 

   

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 
 

(1) PNS dan Calon PNS serta jabatan lainnya yang 
ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota dapat 

diberikan Tunjangan Hari Raya. 
(2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk PNS dan Calon PNS yang sedang 

menjalani cuti di luar tanggungan negara atau 
ditugaskan di luar Pemerintah Kota yang gajinya dibayar 

oleh instansi tempat penugasannya. 
(3) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 
 

2. Diantara…………. 
 

 
 

 




